
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran Undang-undang

No. 32 tahun 1954.

UNDANG-UNDANG No. 22 TAHUN 1946

TENTANG

PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur

didalam Huwelijksoronnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467.

Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 dan

Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai

lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan

peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;

2. bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan diatas tidak

mungkin dilaksanakan didalam waktu yang singkat;

3. bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan

peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan

yang sangat mendesak;

Mengingat : ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan

Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik

Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :…
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MEMUTUSKAN :

I. Mencabut : 1. Huwelijksodonnantie S. 1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467.

II. Menetapkan: peraturan sebagai berikut:

"UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN

RUJUK".

Pasal 1

(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut

nikah, diawasi oleh Pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh

Menteri Agama atau oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya

disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat

nikah.

(2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima

pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang

diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk

olehnya.

(3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu

dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala

Jawatan Agama Daerah.

(4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan

membayar biaya, pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh

Menteri Agama.

Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak

mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya.

Surat...
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Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan

nikah, talak dan rujuk dimasukkan didalam kas Negara menurut

aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

(5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah

ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah

diumumkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang

sebaik-baiknya.

Pasal 2

(1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1

membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah

pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan

kepadanya, catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan

didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan

untuk hal itu, dan contohnya masing- masing ditetapkan oleh

Menteri Agama.

(2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat 4 pasal 45 dari

peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu

wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang

tersebut diatas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma

tentang nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya atau talak

dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang

dibayar kepadanya pada surat petikan itu.

(3) Orang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada

ayat 1 pasal ini serta membuat petikan daripada buku pendaftaran

yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal

melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum

(openbaar ambtenaar).

Pasal 3…
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Pasal 3

(1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan

seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang

dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda

sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2

pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-

lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-

(seratus. rupiah).

(3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talah atau merujuk

sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal 1, tidak memberitahukan hal

itu didalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat

2 pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-

banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

(4) Orang yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 karena menjalankan

pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima

pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan

nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri

Agama menurut ayat 4 pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak

dan rujuk didalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang

dimaksud pada ayat 1 pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari

pada buku pendaftaran tersebut diatas tentang nikah yang dilakukan

dibawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya,

sebagai yang dimaksud pada ayat 2 pasal 2, maka dihukum

kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).

(5) Jika...
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(5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua

dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang

kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak

atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal

gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan

keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan

dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu didalam

buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan

hakim yang menyatakan hal itu.

Pasal 4

Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai

pelanggaran.

Pasal 5

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang- undang ini

ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah,

talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang

akan ditetapkan oleh Menteri Agama.

(2) Berlakunya Undang-undang ini didaerah luar Jawa dan Madura

ditetapkan dengan Undang-undang lain.

Pasal 7…
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Pasal 7

Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura

Huwelijksordonnatntie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan

Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

Ditetapkan di Linggarjati

pada tanggal 21 Nopember 1946.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI AGAMA,

ttd

FATHURRAHMAN.

Diumumkan pada

tanggal 26 Nopember 1946.

Sekretaris Negara,

ttd

A.G. PRINGGODIGDO.
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MEMORI PENJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG

PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 No. 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN

NIKAH, TALAK DAN RUJUK DISELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN

MADURA.

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia dulu

memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan

belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut diluar Jawa dan

Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat 2 Undang-undang tanggal

21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 Republik Indonesia).

Kini Negara Kesatuan telah berbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk

melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut diluar Jawa dan

Madura.

Sebagai diketahui didaerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah

ditetapkan berlakunya Undang- undang No. 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah

Darurat Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 14 Juni 1949 No .1 /pdri/ka,

masih berlaku "Huwelijksodonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 No. 482) yang

mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai

diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-undang No. 22 tahun 1946 tersebut

diatas.

Didaerah-daerah Swapraja diluar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya

"Huwelijksordonnantie Buitengewesten" pada umumnya tidak berlaku, sehingga cara

pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja tersebut beraneka warna adanya

menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing.

Di…
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Didaerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur,

Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian

Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturan-

peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain dari pada Undang-undang

No, 22 tahun 1946 tersebut diatas.

Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22

tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang menjalankan

Undang-undang tersebut ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1

April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie,

vacuum, atau kekacauan.

Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan

digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan

tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh

Indonesia.

Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah,

Talak dan Rujuk dan tidak mengurangai usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitya

Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuke

Mohd. Hasan, didalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-

keinginan yang diajukan didalam Parlemen a.l. Saudara yang terhormat Nyonya

Mudigdio.


